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ABSTRAK

Jaka Sandara, 088 14 2160, “PENETAPAN JUMLAH NAFKAH MANTAN
ISTRI DALAM MASA IDDAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH
DITINJAU DARI KHI”, Tesis: Kosentrasi Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN
Imam Bonjol Padang, 2018, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan
hakim Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh yang secara sepintas menyalahi
ketentuan KHI, dimana hakim menetapkan,jumlah nafkah bagi mantan istri dalam
masa iddah tidak sesuai dengan kem@mpuan mantan suami. Pertanyaan yang akan
dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme penetapan jumlah
nafkah mantan istri oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh. (2) Apa standar
penetapan jumlah nafkahfmantan istri kim Pengadilan Agama Sungai Penuh.
(3) Apa Faktor yang menyebab engadilan Agama Sungai Penuh
menetapkan jumlah ‘nafkah a iddah tidak sesuai dengan

dikumpulkan
bersumber da
yang diperole
Pada penelitia

sumber data
an penelitian.
im Pengadilan
catatan-catatan
atau tulisan yang berhubungan denga nafkah iddah. Data yang terkumpul
dianalisa dengan metode Penelitian deskriptif analisis
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awal Pemohon mendaftarkan erkara permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama
Sungai Penuhsampai 1S3 i eNetapan jumlah nafkah
mantan istri oleh hak | 3 sudah sesuai dengan
ketentuan KHI yaitu menga®u k : : I a, dalam menetapkan
standar nafkah iddah hakim melihat dari kemampuan suami hanya saja hakim
berbeda dalam menetapkan angka nominal, perbedaan tersebut disebabkan karena
hakim juga melihat kebutuhan istri serta nafkah sebelum perceraian. Dengan itulah
akan ditemukan berapa nafkah yang harus dibebani kepada suami untuk istri dengan

menggunakan ex-officio. Ketiga, faktor yang menyebabkan hakim di Pengadilan
Agama Sungai Penuh menetapkan jumlah nafkah mantan istri dalam masa iddah




tidak sesuai dengan ketentuan KHI menurut penulis adalah ketika tidak ada
kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai nominal nafkah danGugatan
Rekovensi yang dilakukan oleh mantan istri dianggap terlalu besar,kemudian hakim
menetapkan nominal nafkah sesuai dengan kebiasaan sebelum perceraian terjadi.
Disisi lain hakim menyatakan tidak bisa menetapkan nominal nafkah dengan
kebiasaan sebelum perceraian karena sebelum perceraian kebutuhan keluarga untuk
suami istri, sedangkan setelah perceraian kebutuhan nafkah hanya untuk mantan istri.
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